PROYEKSI PENEGAKKAN HAM DI ACEH PASCA PERJANJIAN HEL SINKI;
Mengukur Kemampuan Penyelesaian Pelanggaran (Berat) HAM Masa Lalu di Aceh

Oleh:
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

l. HAM dan Nota Damai Helsinki

Tema Hak Asasi Manusia diatur secara khusus pamla 2 Nota Kesepahaman antara
Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. Namia perspektif HAM digunakan
dalam menilai Nota Kesepahaman ini kita akan mesidegma HAM penting lainnya seperti
tema sistem peradilajufliciary system) di Nota Kesepahmaan Pemerintah RI-GAdiIn 1.4.
tentang Peraturan Perundang-undangan

Komentar atas Poin HAM dalam MoU Pemerintah RI-GAM

Dalam Nota Kesepahaman GAM-RI, tema HAM diaturasacspesifik pada poin Pertama
pemerintah Rl akan mematuhi Kovenan Sipil dan Radén Kovenan Ekonomi, Sosial, Budaya.
Kedua, sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceétigq, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indamesiengan tugas merumuskan dan
menentukan upaya rekonsiliasi.

Ada catatan khusus —namun tidak terlalu problematikuk poin pertama soal pemerintah akan
mematuhi Kovenan HAM tersebut. SBY sendiri sebg@gasiden menyatakan akan meratifikasi
2 kovenan utama HAM internasional. Pernyataan iimiat ketika Makarim Wibisono diangkat
menjadi Ketua Komisi HAM PBB dan juga menjadi agemtdri Rencana Aksi Nasional/RAN
HAM 2004-2009 yang dilaksanakan 22-24 Agustus 200%ak jelas apakah makna
“‘mematuhibdhere” tersebut secara implisit menandai bahwa SBY akaegera
meratifikasinya/aksesi, atau SBY membuat mekaniseggslasi/hukum lainnya sesuai dgn
prinsip ygcomply/cocok dengan 2 kovenan utama tsb. Menurut saya etk poin ini didorong
pada pilihan yg pertama, yaitu mendesak SBY segeratifikasi kovenan tadi, apalagi dari segi
jumlah, negara-negara yg sudah meratifikasi duaekan tadi jauh lebih banyak daripada yg
belum. Kedua, dim konteks hukum positif Indonegita telah memiliki UU 39/1999 tentang
Hak Asasi Manusia yg secara umum telah memasulkma-tema yg dicakup dua kovenan tadi.
Bila kita memaknai bahwa persoalan Aceh adalahapagiari bentuk pertanggungjawaban
politik Indonesia di muka komunitas internasiomabka ratifikasi (sebenarnya istilah teknis yg
benar adalah aksesi) 2 konvenan HAM utama adalatakepilihan paling tepat (apalagi tidak
akan membawa konsekwensi yg radikal bagi hukuntipbsionesia.

Untuk poin kedua (pengadilan HAM) dan ketiga (KKRJla beberapa problem yg mesti
dicermati. Pertama, tidak dijelaskan secara rinci apakah pengadil@&MHyg dimaksud dim

konteks hukum positif Indonesia atau dim konteksutral internasional. Bila kita memahami
konteks politik Indonesia jelas konteksnya adalahgadilan HAM nasional (mengacu pada UU



26/2000 tentang Pengadilan HAM. Sementara untuk H&&s mengacu pada KKR nasional
Indonesia (UU 27/2004).

Kedua, (seperti yg muncul di media massa) muncul peraedeendapat kasus apa yg akan
diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM dimtéks MoU GAM-RI. Pihak GAM
menginginkan semua kasus masa lalu (asas retios&fifentara Rl menginginkan hanya kasus
yg terjadi pasca nota kesepahaman damai ini. Sikapretroaktif bagi pengadilan HAM juga
dikemukakan oleh Ahtisaari dan Feith (wakil AMM)ecra prinsipil (mengacu pagaidiksi
internasional) memang untuk pelanggaran berat HAM berlaku pgrimstroaktif. Apalagi dalam
konteks hukum positif RI tentang Pengadilan HAM (@&/2000) juga diatur dan diakui prinsip
retroaktif tadi. Nampaknya Sofyan Djalil (Menkononfsalah satu delegasi RI) tidak memahami
dua mekanisme di atas —pengadilan HAM dan KKR- kitmteks hukum positif RI.

Ketiga, sudah jelas mekanisme KKR nasional yg dipakaibmnya hanya satu, dari 42 calon
anggota (nanti dipilih 21) tidak ada satu pun ygphmerepresentasikan Aceh. Maksudnya tidak
ada kandidat yg punya track record kompetensi danittnen akan masalah Aceh. Namun
perkembangan MoU RI-GAM ini bisa kita maknai bahMi&R yg akan terbentuk seharusnya
digarap secara serius (oleh semua pihak) krn abatkiean khusus soal Aceh. Saya sendiri
pernah mengusulkan pada salah satu org Finlanddydpagian di AMM (meski sudah terlambat
dan menjadi tdk relevan lagi) bahwa mekanisme KKRcgcok bagi persoalan Aceh dibentuk
terpisah dgn KKR nasional. KKR lokal ini misalnyédbehtuk di papua (meski bim berjalan)
lewat UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.irslabila mekanisme KKR dibuat untuk
Aceh, lingkup waktu kasus yg bisa masuk KKR hangagole 1945-2000. Kasus2 yg terjadi
antara 2001-2005 (pra MoU) tidak bisa ditangani KKR

Keempat,secara prinsipil dalam konteks hukum positif Rekanisme Pengadilan HAM dan
KKR merupakan mekanisme yg substitutif (saling rakéif satu sama lain) dan bukan
komplementer. Jadi pilihan untuk menyelesaikan &gmlanggaran berat HAM masa lalu hanya
bisa menggunakan salah satunya. Bila semangatsi#iksnyg dikedepankan mungkin langkah
kompromi yg bisa diambil untuk menyelesaikan petmgn HAM di ACeh adalah dgn
menggunakan mekanisme KKR untuk semua kasus dilbaafaun 2000 dan menggunakan
pengadilan HAM untuk semua kasus di atas tahun.2000

Saya sendiri secara pribadi lagi menakar sejaurarivayl ini tidak hanya bisa menjadi sebuah
upaya penyelesaian kasus2 pelanggaran HAM masgddalerjadi di Aceh, namun juga melalui
substansi MoU ini bisa mendorong agar mekanisme idatitusi pengadilan HAM dan KRK di
Indonesia maju dan berkembang, setelah sebelummygaci cercaan banyak pihak setelah
kasus Timor Timur dan Priok gagal mendapat keadidamun mengingat perdamaian pasca
MoU lebih kontekstual mungkin kita mesti mempertangkan juga kemungkinan KKR bagi
Aceh.



